
 

LEMBARAN DAERAH  

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 

Nomor : 7                          Tahun : 2012                              Seri : E 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

NOMOR  11  TAHUN 2012 

TENTANG 

BANGUNAN GEDUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

Menimbang   :      a.  bahwa  dalam rangka meningkatkan ketertiban, 

pengendalian dan pembinaan, dan untuk 

menjamin keandalan bangunan gedung serta 

demi tercapainya keserasian tata ruang daerah 

dan kelestarian lingkungan perlu disusun 

pengaturan tentang penyelenggaraan bangunan 

gedung; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten  dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

44); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 

Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 59); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 
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6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun  2010 

Nomor  07 Seri E); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun  2011 Nomor  3 Seri E); 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

dan 

BUPATI GUNUNGKIDUL 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  BANGUNAN 

GEDUNG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
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3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 

SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah. 

6. Bangunan adalah bangun-bangun wujud fisik hasil pekerjaan 

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian 

atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.  

7. Gedung adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat manusia 

melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 

kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya 

maupun kegiatan  khusus. 

8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 

berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi 

sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian 

atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 

sosial, budaya maupun kegiatan  khusus. 

9. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan 

untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang 

dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan 

pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang 

dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan 

lingkungannya. 

10. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung 

yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi 

keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya; 

11. Prasarana dan sarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan 

di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan 

terselenggaranya fungsi bangunan gedung. 
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12. Struktur bangunan gedung adalah bagian dari bangunan yang 

tersusun dari komponen-komponen yang dapat bekerjasama secara 

satu-kesatuan, sehingga mampu menjamin kekakuan, stabilitas, 

keselamatan dan kenyamanan bangunan gedung terhadap macam 

beban, baik beban terencana maupun beban tak terduga, dan 

terhadap bahaya lain dari kondisi sekitarnya seperti tanah longsor, 

intrusi air laut, gempa, angin kencang, tsunami, dan sebagainya. 

13. Pemilik bangunan gedung adalah setiap orang, badan hukum atau 

usaha, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah 

sebagai pemilik bangunan gedung. 

14. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupaun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainya, badan usaha milik negara atau daerah 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, 

organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk 

usaha tetap dan bentuk lainya. 

15. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung 

dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan 

dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau 

mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai 

dengan fungsi yang ditetapkan. 

16. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan 

yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, 

kegiatan pemanfaatan, pelestarian serta pembongkaran bangunan 

gedung. 

17. Penyelenggara bangunan gedung adalah setiap orang perseorangan 

dan/atau badan hukum yang bertindak sebagai penyedia jasa 

penyelenggaraan bangunan gedung menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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18. Perencanaan teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan 

gedung dan kelengkapannya dan mengikuti tahapan prarencana, 

pengembangan rencana, dan penyusunan gambar kerja yang terdiri 

atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana 

mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana tata ruang 

dalam/interior, serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran 

biaya dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar 

teknis yang berlaku. 

19. Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan 

bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, 

kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala. 

20. Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan 

bangunan gedung beserta sarana dan prasarananya agar selalu laik 

fungsi. 

21. Perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki dan/atau 

mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, 

dan/atau sarana dan prasarana agar bangunan gedung tetap laik 

fungsi. 

22. Pelestarian bangunan gedung adalah kegiatan perawatan, 

pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya 

untuk mengembalikan keandalan bangunan gedung tersebut sesuai 

dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang 

dikehendaki. 

23. Pembongkaran bangunan gedung adalah kegiatan membongkar atau 

merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, 

bahan bangunan, dan/atau sarana dan prasarana lainnya. 

24. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan 

gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif 

dan persyaratan teknis. 

25. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi 

konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun. 

26. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi  

konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai 

dengan 15 tahun. 
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27. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi 

konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun. 

28. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya dapat 

disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk 

mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program 

bangunan dan lingkungan, rencana umum, dan panduan 

rancangan/rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan 

pedoman pengendalian pelaksanaan. 

29. Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat 

KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan 

lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten pada lokasi 

tertentu. 

30. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya dapat disingkat RTRW 

adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang berisi 

arahan kebijakan  dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten 

yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. 

31. Kavling/Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut 

pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk tempat 

mendirikan bangunan. 

32. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan 

seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun 

menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan 

yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan 

tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan 

tersebut. 

33. Izin Mendirikan Bangunan Gedung  yang selanjutnya dapat disingkat 

IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada 

pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau 

memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 

34. Permohonan izin mendirikan bangunan gedung adalah permohonan 

yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah 

untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung.  

35. Persil adalah bidang tanah yang mempunyai bentuk dan ukuran. 
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36. Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau 

seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau 

konstruksi. 

37. Garis sempadan adalah jarak bebas dari bangunan terhadap jalan, 

sungai, mata air, jaringan irigasi, dan pantai sebagai fungsi 

pengamanan/perlindungan. 

38. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya dapat disingkat KDB 

adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar 

bangunan dengan luas kavling/pekarangan. 

39. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya dapat disingkat KLB 

adalah bilangan pokok atas perbandingan antar total luas lantai 

bangunan dengan luas kavling/pekarangan. 

40. Koefisien Tapak Besmen yang selanjutnya dapat disingkat KTB adalah 

angka persentase perbandingan antara luas tapak basmen dan luas 

lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan  yang dikuasai sesuai 

rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

41. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya dapat disingkat KDH adalah 

bilangan pokok atas perbandingan antar luas daerah hijau dengan 

luas kavling/pekarangan. 

42. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya dapat disingkat RDTR 

adalah penjabaran RTRW kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan, 

yang memuat zonasi atau blok lokasi pemanfaatan ruang (block plan). 

43. Tinggi bangunan adalah jarak  yang diukur dari permukaan tanah, 

tempat bangunan gedung tersebut didirikan, sampai dengan titik 

puncak dari bangunan  gedung tersebut. 

44. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok 

orang atau perkumpulan yang mengajukan permohonan izin 

mendirikan bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah, dan untuk 

bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah. 

45. Utilitas adalah perlengkapan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan 

gedung yang digunakan untuk menunjang fungsi bangunan gedung 

dan tercapainya keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan 

kenyamanan di dalam bangunan gedung. 
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46. Dokumen administrasi adalah dokumen yang berkaitan dengan 

pemenuhan persyaratan administratif meliputi dokumen kepemilikan 

bangunan gedung, kepemilikan tanah, dan dokumen izin mendirikan 

bangunan. 

47. Keandalan bangunan gedung  adalah kondisi keselamatan, 

kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan yang memenuhi 

persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung. 

48. Keselamatan adalah kondisi kemampuan mendukung beban muatan, 

serta kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya 

kebakaran dan bahaya petir yang memenuhi persyaratan teknis oleh 

kinerja bangunan gedung. 

49. Kesehatan adalah kondisi penghawaan, air bersih, sanitasi, dan 

penggunaan bahan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan 

teknis oleh kinerja bangunan gedung. 

50. Kenyamanan adalah kondisi kenyamanan ruang gerak dan hubungan 

antar ruang, kondisi udara  dalam ruang, pandangan, serta tingkat 

getaran dan tingkat kebisingan oleh kinerja bangunan gedung. 

51. Kemudahan adalah kondisi hubungan di dalam bangunan gedung, 

serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan 

bangunan gedung yang memenuhi persyaratan gedung. 

52. Kegagalan bangunan gedung adalah kinerja bangunan gedung dalam 

tahap pemanfaatan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan 

maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan 

kesehatan kerja atau keselamatan umum. 

53. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau 

penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, 

tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, 

atau sistem elektromagnetik lainnya. 
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54. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan 

umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan 

satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang 

dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat 

berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa 

bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya 

disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat 

telekomunikasi. 

55. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan 

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum 

terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar,  dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 

56. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya dapat disingkat SLF adalah 

sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk 

bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan 

kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif 

maupun teknis, sebelum pemanfaatannya. 

57. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan 

peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya 

penegakan hukum. 

58. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, 

dan mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi bangunan gedung 

meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan 

elektrikal), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan 

bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian atau 

penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula. 

59. Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan 

peralatan termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk 

menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan meliputi 

komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal, 

prasarana dan sarana bangunan gedung serta bahan bangunan yang 

terpasang), untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan 

terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula. 
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